5 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIMAN UMUM
KOTA PALOPO

Nomor  : 101/PM.00.02/K.SN-23/1 2/2023 02 Desember 2023

Sifat : Segera
Lampiran : -

Hal : Imbauan
Yth.

Pimpinan Media Cetak dan Online Se-Kota Palopo

Di,-

Tempat

A. Dasar Hukum

1

10.

11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran
Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan

Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2024.



12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 283 Tahun 2023

tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Rapat

Umum, dan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa

proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Palopo, maka Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:

a)

Pasal 101 huruf a angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi undang-undang, yang berbunyi “Bawaslu
Kabupaten / Kota bertugas:
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kota Palopo

terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan

2. sengketa proses Pemilu’:

2. Peraturan mengenai Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye

Pemilihan Umum:
Lampiran | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023

tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

a)

b)

c)

Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan
Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat
umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media
Sosial, dengan jadwal awal pada Hari Selasa, 28 November 2023 dan
jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.

Kampanye Rapat Umum, lklan Media Massa Cetak, Media Massa
Elektronik dan Media Daring, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 21
Januari 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 10 Februari 2024.

Masa Tenang, dengan jadwal awal pada Hari Minggu, 11 Februari 2024
dan jadwal akhir pada Hari Selasa, 13 Februari 2024.

3. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:



C.

a) Pasal 267 ayat (I) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan
politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.ayat (2)
Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR,
DPD, dan DPRD.

b) Pasal 275,ayat (1) Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal
267dapat dilakukan melalui: huruf (f) iklan media massa cetak, media
massa elektronik, dan internet: huruf (9) Rapat Umum.

c) Pasal 276, huruf b Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal
275 ayat (I) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 2| (dua puluh satu) hari
dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

d) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar
jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kunrngan paling lama |
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta

rupiah).

Bahwa dalam rangka Mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan
Umum Tahun 2024, Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota
Palopo mengimbau ke Media Cetak dan Online Se-Kota Palopo Untuk Tidak
Memasang l|klan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Serta Calon
Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi ,dan DPRD Kab/Kota sebelum Jadwal yang
ditentukan yakni Jadwal awal tanggal 21 Januari 2024 dan Jadwal akhir 10 Februari

2024.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

j
2.

3.

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan:;

Yth. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politk Peserta Pemilu Tahun 2024
Kepengurusan Tingkat Kota Palopo di Palopo;

Arsip.



